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ABSTRACT 7 - R
Adat law or local einic lsw commaonly is in unwritten form, which it is result of inieraction [Drocess in.
soclety, and it -has an-imporiant function to regulate of society. Although in the development oF
sociely, adat law have side by side position toward written law to reguiate many aspects of sociely. In
criminal lavy, the existence of adat law Js placed as a positive law, although in the applied it must
attend the principles of criminal law, so that it can to reach equality and fBirness.

Key-words : aaat law, criminal lav, principle of legality

ABSTRAKST

Hukum adat pada umumnya dalam bentuk tidak tertulis merupakan hasil proses interaksi yang terjadi
dalam masyarakat, dan memiliki fungsi yang penting datam mengatur kehidupan masyarakat. Sekalipun -
dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum adat harus berdampingan dengan peraturan
perundang-undangan yang tertulis dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam N
fingkup hukum picana, keberadaan hukum adat masih mendapat tempat sebagai bagian dari hukum -
positif, sekalipun dalam penerapannya perlu dilakukan dengan memperhatikan asas-asas dalam hukum
pidana, agar dapat dicapai keadilan dan kepastian hukum. v

Kata kunci 1 hukum adat, hukum pidana, asas legalitas

I, PENDAHULUAN

indonesia adalah negara yang meng-
gunakan dan menganut sistem hukum campur-
an dengan sistem hukum utama vyaitu sistem
hukum Eropa Kontinental (civi faw system).

Selain sistom. hulim l:rnpn Mn;'}{rmcantalf di I

nya beberapa bidang hukum vang berkaitan
dengan hukum ekonomi dan hukum bisnis
berasal dari sistem hukum anglo saxon (com-
mon aw systen), dan terbuka kemungkinan
untuk masuknya sistem hukum lainnya dalam

nsaleiaps oAl To Adogm et rasnfaale oo oo .
(LS B L S A= Erer i ptv o E ot i i 1 15 L e L G g

donesia juga berlaku sistem hukum adat dan
sistem hukum agama, khususnya hukum
(syariah) Islam. Dalam perkembangan selanjut-

datang.}
Berkaitan dengan keberadaan sistem
hukum adat, dimana merupakan seperangkat
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-.-isendlrmya t:dak akan Iepas dan upaya

: _:_ --'mempertahankan norma dan aturan adat atau E

keblasaan tersebut.2 -

Keberadaan hukum adat dan hukum-

:p:dana sebaga: hukum positif, akan memunculu
~kan permasalahan, mengenai bagaimana
penegakan hukum ‘harus dilaktkan terhadap

pelanggaran norma dan aturan adat atau’
- kebtasaan dalam kastannya dengan beriakunya

: ;'hukum p:dana Terleb:h iagl Jlka ‘dikaitkan
"dengan asas iegahtas yang. menentukan nahwa

- hukum’ p:dana harus didasarkan pada hukum_'

-yang tertuhs agar dapat dicapal suatu kepastian
"hukum, sedangkan. hukum. (pndana) adat_
sebaglan besar tldak te:’cuizs

PEMBAHASAN : B o
A HUKUM ADAT SEBAGAT HUKUM

© POSITIF
Pada saat penjajah Belanda pertama kali

menginjakkan kaki di bumi Indenesia, sebenar- -

nya di Indonesia tefah ada hukum yang lahir
; dari masyarakat tradisional sendiri yang
~ kemudian dikenal sebagai hukum adat.

norma dan aturan adat/ kebzasaan yang beriaku L B 1 .
i b L _Betand Gugatan perdai:a dan tuntutan pldana._.
i '-'__merupakaﬂ satu kesatuaﬂ termasuk }u'"a-f

o dart =_kéma3emukan__ angéa Endonesra : Upaya L
"--':untuk melestankan budaya dan tradrs; dengan._ ’

erdapat berbagaa pengeman dan def‘ inisi |

'__":'tentang hukum adat yang” dlkemukakan aleh _ :
para; sar_]ana Salah satu. dlantara para sarjana
tersebut. adatah Soepomo, cilmana ia m@mberi

makna yang Iuas tem:ang -apa yang damaksud
deagan aturan aturan hukum ‘yang .tidak
tertulis”, .drantar_anyq hukum. yang hgdup_se_ba_gal

. peraturan kebiasaan ‘dan dipert_ahabkan-_di '
dalam pergaulan_hidup baik di kota-kota

maupun dl desa desa” Dengan dem:ksan maka

aturan- aturan hukum yang tak tertuiis”
" tersebut yang kita rahamr sebagai “hukum adat”

, khusus bagi masyarakat Indonesia asli adalah
sama kuatnya dengan hukum undang undang
(hukum yang teftulls) Perasaan masyarakat
tentang keadilan tidak membeda-bedakan atau

~ tidak tahu menahu tentang “hukum yang

tertulis” dan “hukum yang tidak tertulis”

~Sarjana lainnya yaitu Hasairin menegas-
kan bahwa ._bag_i'. rakyat biasa “hukum adat”
adalah hukum, baik dalam arti sopan santun
maupun dalam arti “hukum®, Dengan demikian
tidak ada pemisahan antara hukum (yang
tertulis) dan kesusz[aan (adat, keEaZIman
kebiasaan). ;

Apabila mengacu pada pendapat dari
"Soepomo dan Hazairin, maka dapat disimpul-

Pata Umtmiya THasyarakat primatl tdax
membedakan antara hukum privat dengan

hukum ‘publik, Hukum Acara Perdata tidak.

kan, banwa nukum adat adalah hukum yang
mengatur terutama tingkah lakue manusia In-
donesia dalam hubungan satu sama lain, baik

terpidah dengan Hukurm Acara Pidana, baik di______ yang merupakan keseiuruhan kelaziman dan
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kebiasaan (kesusalaan) yang benar-benar hidup
i masyarakat itu,~maupun yang. merupakan

keseiuruhan peraturan peraturan. yang me-
" ngena| sanksr -atas peianggaran dan yang
' '_:d:tetapkan dalam keputusan keputusan para
penguasa.adat yaitu mereka yang mempunyai
kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan
dalam masyarakat -adat itu, yang terdiri dari
lurah, penghulu agama, pembantu lurah, wali
tanah, kepala adat, dan hakim.*

‘Melihat kenyataan tersebut Soepomo
mengemukakan :pendapatnya, bahwa pan-
dangan rakyat Indonesia terhadap alam
semesta ‘merupakan suatu totalitas, Manusia
baserta makhluk yang lain dengan lingkungan-
nya merupakan kesatuan. Alam gaib dan alam
nyata ‘tidak dipisahkan. Jika suatu bagian
dirusak atau menjadi tidak seimbang, maka
yang tain akan turut merasakan. Menurut atam
pikiran tersebut, yang paling utama ialah
menjaga keseimbangan atau hubungan
harmonis yang satu dengan yang lain. Segala
perbuatan yang mengganggu keseimbangan
merupakan pelanggaran hukum (adat). Pada
setiap pelanggaran hukum, para penegak
hukum mencari bagaimana mengembalikan
keseimbangan yang terganggu itu. Mungkin
hanya berupa pembayaran sejumlah uang yang
sama dengan pelunasan uang atau ganti
kerugian. Bentuk-bentuk sanksi hukum adat
(dahuly) yang lain, sebagaimana dihimpun

“gadis yang telah dicemarkan.
2.7 Bayaran “uang adat” kepada orang yang
“terkena, yang berupa benda yang saktll
sebagai pengganii kerugian rohani.
3.7 Selamatan (korban) untuk membersmkan '
masyarakat dari segala kotoran gaib. 8
4.~ Penutup malu, permintaan maaf.
5. Pelbagal rupa hukuman badan, hmgga
hukuman mati. o
6. Pengasingan dari masyarakat ser'ta
meletakkan orang di luar tata hukum.s

Setelah Indonesia merdeka, khususnya
mulai tahun 1951 setelah berlakunya Undang-
Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951, terdapat:
pengakuan kembali bahwa “hukum yang hidup”
(hukum adat yang tidak tertulis) dapat menjadi-
sumber hukum pidana tertulis, dalam hal mana
tidak ada padanannya dalam Wetboek van
Strafrecht (WvS). Dalam Pasal 5 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951
menunjukkan telah diakui adanya “perbuatan
pidana menurut hukum yang hidup” (selanjut-
nya disebut “delik-adat”) dan “hukuman adat”
(selanjutnya disebut “pidana-adat”}, sekalipun
hal tersebut tidak mudah untuk dipahami.

Pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman disebutkan, bahwa “Hakim wajib
menggali, mengikuti, dan memahami nifai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

dalam Pandecten van hel Adatrecht bagian X,

antara lain meliputi :

1. Pengganti kerugian “immaterial’ dalam
pelbagai rupa seperti paksaan menikahi

masyarakat”. Selanjutnya dalam Penjelasan
Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa,
Retentuan ini dimaksudkan agar putusan halkim
sesuai dengan hukum dan rasa keadilan
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: ':keadalan Hakim harus membe;;kan ‘hukuman
:j'.'kepada orang yang ter bum bersalah melakukan
'-perbuatan yang dicela oleh masyalakai: dimana
" keterceiaan tersebut dapat berdasarkan pada
*undang- undang yang tertulis maupun hukum adat
atau hukum vang hidup dalam masyarakat (fiv-
cing law). 5 : :
Kemg;nan untuk memperoleh kepastian
hukum, secara keliru telah dikaitkan -dengan
“kebutuhan akan peraturan perundang-undang-
an yang tertulis. Sekalipun dapat dibenarkan
bahwa peraturan tertulis dapat memberikan
perasaan kepastian hukum yang lebih kuat,
namun kepastian hukum terutama berasal dari
kepercayaan bahwa hukum pidana tidak
diterapkan secara sewenang-wenang.
“Dimungkinkannya hukum pidana adat
mempengaruhi hukum pidana tertulis, seharus-
nya dapat pula memperkuat rasa kepastian
hukum, karena hal ini akan mendekatkan
hukum pidana tertulis dengan rasa keadilan
dalam masyarakat. Hakim sebagai “penegak
keadilan” mempunyai tugas dan kewajiban
untuk selalt menggali, mengikuii dan mema-

ma'SYa%aiéat Daru pasal tersebut dapat dlketahw e
_ ahwa ha!qm dllaraﬂg menolak untuk memenksa_. -
: ___dan mengadn%x suc:tu perkara yang dzajukan _
o i i kepadanya serta bel kewajsban untuk menggai;_ "
_ '.':ﬁ_ﬁ_“mial nlfal hukum yang hldup Halini mengadlkan
. hukurn adat yang: h]dup dapat- memad; sumber
hukum ptdana bag: haifxm “dalam mencan_

_'dengan hukum tertuhs dtmana set:ap undang- _
-~ undang'setelah diundangkan akan bertaku fsctte -
.::_hukum, bahwa undang undang tersebut' R
.".menglkatset;ap orang Namunjlka dltmjau dari
sudut pandang yang. iam tldak sed:k:t: RR
"masyarakat Indonesxa yang tmgga! di- daerah-

pedalaman yang ma51h sangat kuat pengaruh
hukum adat serempat serta adanya anggapan
atau keyakinan bahwa ‘hukum adat’ dapat
memenuhi perasaan kead;!aﬂ bag; masyarakat
tersebut R Sl
Keberadaan hukum adat termasuk di
dalamnya hukum pidana adat terhadap hukum
yang tertulis, diuraikan eleh Soetandyo
Wignyosoebroto sebagai berikut : k.
Perubahan dan perkembangan dari masya-
rakat lokal atau: sederhana yang ditata
berdasarkan adat kebiasaan rakyat yang tak
tertulis ke masyarakat negara atau kompleks
yang ditata berdasarkan hukum negara yang
tertulis. Adat kebiasaan di;jatuhi terutama
karena kuatnya kesadaran rakyat mengenai
apa yang pantas atau adil dan apa yang tidak
pantas atau tak adil. Sementara itu hukum
negara tegak dan menuntut kepatuhan
terutama karena kuat, berkuasa, dan
berwibawanya aparat-aparat pemerintahan
pengadanya (disebut aparat legisiatify,
pelaksana dan penegaknya (disebut aparat
legisiatif), dan penerapnya (yudisial). Adat
kebiasaan adalah hukumnya rakyat, dipatuhi

ham s onT yang BT Ten T adat
setempat.?

Dalam kenyataan di masyarakat Indone-
sia terdapat suatu permasalzhar bearkaitan

{atau marus dipatunRt)  UntuR T terabnys
pergaulan masyarakat sipil. Hukum negara
adalah tata aturan yang dibangun dan direka
oleh aparat negara dan dipatuhi {atau harus
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.__dipatuhi) demi tertibnya kehidupan bemegara

~.Dalam. kenyataan se;arah sekahpun_.
masyarakat Jokal dapat ‘saja berkembang :
.'__menjadx baglan .dari masyarakat negara, ;
: ser:ng terjadr hukum rakyat ity masmh juga -
: brsa Eestart dan bertahan untuk memenuhx :

‘kebutuhan lokal tanpa diganggu ‘atau

menganggu-(malah acapkali justru mem- ..

perkaya) hukum negara.’ .
B. HUKUM ADAT DITINIAUDARI
ASAS LEGALTAS DALAM KUHP
Dalam ‘hukum pidana Indonesia asas

legalitas dapat dijumpai pada Pasal 1 ayat (1)

KUHP (WvS), yang menyebutkan : -

(1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana
kecuali atas kekuatan aturan pidana
dalam perundang-undangan yang telah
ada, sebelum perbuatan dilakukan.

(2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada
perubahan dalam perundang-undangan,
dipakai aturan yan paling ringan bagi
terdakwa. ,

Asas-asas hukum pidana yang terkandung

dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu :

1. Bahwa hukum pidana harus bersumber
pada peraturan perundang-undangan
pidana yang tertulis.

2, Peraturan perundang-undangan pidana
tidak boleh berlaku surut.

3. Dilarang menggunakan analogi.?

sebagai berikut : TR

.. The statutory elements of crlmmai offence'--

< play an important role in substant ive cr:m;—

“nallaw, due to the. iegalﬁ:y prmc ple it _

“The .prtncrpie.of.-legahty is established 4n”
the Criminal Code. Section 1 reads “No co_n—:-'
duct constitutes a criminal offence unless
previously statutorily defined in criminal .
statutes”, The legality principle is a guar-:
antee against arbitrary administration of
criminal justice and offer a high degree of
legal certainty. The principle gearentees that
no court may create new criminal offences
by an analogous interpretation of criminal
taw provisions.
The principle furthermore guarantees that
new criminal law provisions may not be ret-
roactive, The prohibition of retro-activity is
not applied if new criminal provisions re-
place old ones, and the re-definition of the
criminal offence is to the advantage of the
offender or the reduction of the maximum
sentence to be imposed is the result of a
change of the legislators views on the pun-
ishability of the offence.
The principle of legality, furthermore, re-
quires that only penalties specified by stat-
utes may be imposed.?

Asas pertama menyebutkan bahwa
pemidanaan harus berdasarkan undang-

Penjelasan tentang asas legalitas dalam
hukum pidana Belanda sebagaimana yang
dikemukakan oleh Peter 1.P. Tak, dinyatakan

undang, dimana yang dimaksud dengan
undang-undang adalah dalam pengertian kias,
yaitu bukan saja yang secara tertulis telah
dittangkan dalam bentuk undang-undang yang
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-_Juga produk peru_

: undangan, maka akan

- -'kepastlan hukum bagl semap pc—:ncan kead;lan

Hukum pidana- dalam penerapannya- |
'-'-'sebenarnya merupakan semata pamungkas :
{ultimum r@medlum) dalam menegakkan'

“hukum. Hal ini mengandung makna ‘bahwa
penentuan pidana dalam undang undang untuk
suatu tindakan tertentu harus sedemikan. rupa
perlunya,: karena. alat penegak hukum (sanksz)
Eamnya sudah tidak efektif lagi. .- i

“Tujuan -hukum pidana secara umum
adalah untuk melindungi kepentingan ‘orang
perseorangan (individu) atau hak-hak asasi
manusia ‘dan melindungi kepentingan-ke-
pentingan masyarakat dan negara:dengan
perimbangan yang serasi dari kejahatan atau
tindakan tercela di satu fihak dan dari tindakan
penguasa yang sewenang-wenang di fain fihak.

Era sebelum kedatangan penjajah
Belanda, daerah-daerah di wilayah Indonesia
masa ity pada umumnya memiliki dan meng-
gunakan hukum adat tidak tertulis, Seluruh
lapangan hidup menjadi batu ujian perihal apa
yang dilarang dan apa yang dibolehkan. Tiap-
tiap perbuatan atau tiap-tiap situasi yang tidak

L d]buat oleh Pemewntah dengan DPR akan tetaprj__- _
ang undangan Eamﬂya
._ZP_enguasa dalam mefaksanakan tugasnya_ﬁ"_.“' g
peradilan) ter”(kat kepada ketentuan perundang-_j _-';;
e n_dar kesewenang-’;’--"::_.--"
= ':wenangan atau pemia;an pnbadt secara subyekmf: :
'-'.-Hal ini berartx dapat d:axahkan menu;u kepada o

_' _3_'koreks= terhadap pefanggaran hukum adat d;_-; CEn
:-berbagal hngkungan hukum antara Eam berupa L

."-hukuman ma‘ﬂ, pengasmgaﬂ dan masyarakat .
“dll. Sekatrpun tidak terdapat pemb@.daan hukum.
'percfata dan hukum pidana dalam hukum adat,.
namun: dapat tergambarkan bahwa tu;uan.

hukum pldana adalah untuk menjamin ke-
se!amatan orang dan masyarakat o

- ‘Hukum adat di Indonesia pada umumnya
tfdak tertuhs dan tidak dlbedakan atau
dipisahkanantara hukum pidana, hukum
perdata dan hukum tata negara setara__ tegas
seperti dikenal dalam-hukum Barat. Apakah
ketentuan hukum pidana yang terdapat datam
hukum adat termasuk dalam undang-undang
menuryt Pasal 1 ayat 1 KUHP. Sebagaimana
diatur dalam Pasal 15 AB (A4/gemene Bepalingen
van Wetgeving) yang menentukan bahwa
"sefain daripada pengecualian-pengecualian
mengenai orang-orang Indonesia dan yang
dipersamakan, maka kebiasaan tidak merupa-
kan hukum, kecuali jika undang-undang
menyatakan demikian”, Timbul persoalan,
apakah “hukum (pidana} adat” dapat mem-
pengaruhi ketentuan undang-undang hukum
pidana ?. Bagi penduduk Indonesia, hukum
pidana adat dan kebiasaan-kebiasaan walaupun
hanya berlaku setempat, tidak kurang nilainya

selaras dengan atau yang memperkosa
keselamatan masyarakat, keselamatan golong-
an, famili, dan sebagainya dapat merupakan
pelanggaran hukum. Sedangkan reaksi atau

untuk dipertimbangkan sebagai hal-hal atau

fakta yang turut mempengaruhi pertimbangan

hakim dalam menjatuhkan putusannya.
Tegasnya hukum adat dan kebiasaan-
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: _.kebrasaan yang dapat digolongkan dalam hukum

o -'pldana atau.ada hubungannya tidak sama"
L derajatnya dengaﬂ undang undang hukum-__
L p:dana Walaupun harus diakui bahwa ia turut :
'--.j--fmempengaruh: perttmbangan hakim.: Jika"

_ terdapat perbedaan antara “kedua macam hukum
‘pidana” ters_ebut maka undang-undang hukum
pidana vang akan lebih diutamakan ‘atau
mempunyai peranan yang lebih menentukan.
Perhatikan .antara.lain Undang-Undang No. 1
drt Tahun 1951 yang pada Pasal 5 ayat (3) b
ke-4 yang berbunyi: *Bahwa:suatu perbuatan
yang menurut ‘hukum vang hidup harus
dianggap perbuatan pidana dan yang ada
bandingannya dalam kitab hukum pidana sipii,
maka dianggap diancam dengan hukum yang
sama 'dengan.-hukuman bandingannya: yang
paling mirip kepada perbuatan pidana jtu.""
Sebagaimana diketahui, asas legalitas
dalam KUHP Indonesia bertolak dari ide atau
nilai dasar “kepastian hukum”. Namun dalam
kenyataannya, asas legalitas ini mengalami
berbagai.bentuk pelunakan/penghalusan/
pergeseran/perfuasan dan menghadapi ber-
bagai tantangan, antara lain, dalam hukum
positif dan perkembangannya di Indonesia
{dalam Undang-Undang Dasar Sementara
1950; Undang-Undang Nomor 1 Drt. 195%;
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 19%9;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan
Konsep RUU KUHP), asas legalitas tidak

legalitas materid, yaitu dengan mengakui hukurﬁ

-ptdana adat, hukum yang hidup atau hukum t[dak' :
. tertui;s sebagai. sumber hukum.* :

' Dengan. berpedoma n vada pasa! 1 KUHP =

'-sebenamya tidak dikenal lagi hukum’ p[dana"" '

tidak tertulis, karena sehagai asas legalitas atau
juga disebut dalam bahasa latin “Nulfum defic-
tum nulfa poena sine praevia lege poenall’,
Artinya suatu norma hukum pidana (dalam hal
int tindak pidana) dan sanksi pidana sudah
terlebih dahulu ada pada suatu perundang-
undangan sebelum suatu tindakan dilakukan.
Kata perundang-undangan menunjukkan bahwa
ketentuan-ketenivan tersebui harus sudah
tertulis lebih dahulu. Akan tetapi seperti telah.
diutarakan, hukum adat yang beraneka ragam.
di Indonesia masih diakui bertakunya sepaniang
tidak bertentangan dengan Pancasila.
Sedangkan hukum adat pada umumnya
merupakan hukum tidak tertulis dan bukan
dibuat oleh badan legislatif. Ada perbedaan
pendapat antara para sarjana mengenai berlaku
atau tidaknya delik adat. Sebagaimana
dikemukakan oleh Roeslan Saleh bahwa semasa
di bawah kekuasaan Undang-Undang Dasar
Sementara (1950), hal ini tidak menjadi
persoaian, Datam Pasai 14 ayat (2) UUDS 1958
ditentukan, bahwa “tidak seorang juapun boleh
dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman,
kecuali karena suatu aturan hukum yang sudah
ada dan berlaku terhadapnya. Disini aturan

semata-mata diartikan sebagai “nulium delic-
tum sine lege’, tetapi juga sebhagal “nulium
delictum sine jus’ aiau tidak semata-mata
dilinat sebagai asas legalitas formal, tetapi juga

hukum diberikan pengertian meliputi aturan
hukum tertulis dan aturan hukum tidak tertulis.
Dengan demikian untuk berlakunya hukum
pidana adat atau delik-delik adat diberikan

a8 GLORIA JURIS, Volume 8, Nomaor 1, Januari - Acril 2008: 42 - 56




;._dasar hukumnya Tetapl baga:mana kettka
:__'_:-berada di bawah kekuasan Undang Undang_-..' T
._Z-Dasar 1945 yang ber[aku hmgga sekarang Drf_-' L

_'_':_.::tn'dakiah ada hukum adat kebzasaan atau::fifﬁ_'-_ -' -:'
- gewoonferechtdalam raﬂgkasan hukum pidana.” -

Ini: resmmya menurut pasal 1 KUHP tetapl
sekiranya-di desa- desa daerah’ pedafaman di

"indoneaa ada sisa-sisa ‘dari- peraturan_
3_-E<epidanaan yang berdasar atas kebiasaan dan

yang secara ‘konkrit ‘mungkin sekai; ber-
pengaruh dalam menafs;rl\an paaE pasal dan
KUHPS 2 : R

e Dengan keluarnya Undang- Undang

Pokak Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun'

1970, kiranya ‘pandangan mengenal ‘masih
dapat diterapkannya hukum adat (pidana)
walaupun dalam arti yang terbatas, lebih
mendapat dukungan lagi. Dalam Pasal 27 (1)
dari Undang-Undang tersebut antarz lain
ditentukan: “Hakim sebagai penegak hukum
dan keadilan wajib menggai, mengikuti dan
memahami nilai-nifai hukum yang hidup dalam
masyarakat”. Tegas disebutkan kata-kata
penegak hukurn dan nilai-nilai hukum yang
hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini
mengingatkan adanya hukum yang tidak tertulis
vang hidup dalam masyarakat yang wajib diikuti
oleh hakim.

Dengan demikian dapat disimpulkan
sistem hukum pidana Indonesia mengenal

. Disamping it

S akabat darn mas;h daakumya hukum yang hzdup .

.daiam masyarakat yaltu berupa hukum adat o _
‘penggunaan interpretasi secara
| velaupun

: dalam pengertlan yang sangat";-t@'rbatas1‘.-;"'.' i
.'_"membenarkan keSImpulan tersebut Demikian - -

bahkan ]uga ana[ogi'

3uga penggunaan penafsaran ‘secara. memba[sk

' (redenermg a’ confrar/o) membantu mem-
. benarkan kes;mpuian tersebut Gl BRI

N o HUK&EMADAT-DI‘E_INJA%_} BARI' a

: --'A_SAS LEGALITAS BALAM RUU
“Asas’ iegahtas daiam RUU . KUHP. diatur
dalam Pasal't yang dirumuiskan sebagal berikut

{1)  Tiada seorangpun dapat-dipidana atau

 dikenakan tindakan kecuali perbuatan
vang dilakukannya atau tidak dilakukan-
nya telah ditetapkan sebagai tindak
pidana dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku pada saat
perbuatan itu dilakukan.

{2)  Untuk menetapkan adanya tindak pidana

~ tidak dapat digunakan penafsiran
undang-undang secara anaiogi.

(3} Ketentuan dalam ayat (1) tidak meng-
urangi berlakunya hukum yang hidup
yang meneniukan bahwa menurut adat
seiempat seseorang patut dipidana
walaupun perbuatan itu tidak diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

adanya hukum pidana tertulis sebagai di-
amanatkan pada Pasal 1 KUHP, akan tetapi
dengan tidak mengesampingkan asa legalitas
dikenal juga hukum pidana tidak tertulis sebagai

(4)  Terhadap pembuat yang memenuhi
ketentuan ayat (3) berlaku ketentuan
pidana dalam pasal 53.

Salah satu prinsip pokok dalam penerapan
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';"hukum pldana ada%ah_adanya larangan
"'..'__menggu 'a_kan analogi "sebagalmana dlatur:'_;._:
© dalam Pas 1 ayat (2) RUU KUHP yang
i -'--':f_menyebutkan, Muntuk - menetapkan "'_'danya' o
o stindak p:dana tidak dapat d[gunakan penafsiran =
. ._-"undang undang secara ana!ogl”'dzmana
']Earangan menggunakan ana]ogl yang sefama ini -

_ dlanut KUHP-yang sekarang berlaku Namun
"dengan masuknya hukum adat dalam RUU
" KUHP justru d;pandang__a_kan_ mem_en_t_ahkan
“larangan. -penggun'aan analogi (gezetzes
analogle), karena: sebaglan besar hukum adat
‘tidak dalam bentuk hukum yang tertulis,
sehmgga tidak jarang digunakan analogi.
-Pasal:l-ayaf (1) RUU KUHP menyebutkan
sebagat berikut + R

- “tidak seorang pun dapat d;pldana atau
d[_kenakan tindakan, kecuali perbuatan yang
-dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak
pidana dalam peraturan perundang-
undangan yang beriaku pada saat per-
buatan dilakukan”,

- Namun larangan tersebut ternyata
dapat diterobos dengan dirumuskannya
Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP yang berbunyi
sebagal berikut

Keterntuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak mengurangi bertakunya
hukum vang hidup dalam masyarakat yang
menentukan bahwa sesecrang patut
dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak

" d:masukannya hukum adat pada Pasal 1 ayat 3.
-.'-'RUU KUHP dengan menyatakan bahwa Pasal: 1 |
ayat (3) RUU KUHP sebagal pasal akzobatlk '
__';'_'_.3karena dapat menm‘zhuikan I‘ESlkO *ketidak~'_

pastran hukum: e : '

Asas legailtas pada dasarnya Juga dlanut

'dalam RUU KUHP sebagaimana diatur dalam

Pasal 1 ayat (1), namun Pasal 1 ayat (3) RUU

KUHP dengan tegas disebutkan bahwa ketentu-

an mulfum de//ctum pada Pasal 1 ayat (1). tidak

mengurangr berfakunya hukum vang h]dup
dalam masyarakat atay hukum adat. Meskipun
belum diatur datam undang-undang tertulis,
namun jika hukum adat telah mengatur_tentahg
tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, maka
menurut RUU KUHP pelaku tersebut patut untuk
dipidana. Jika dalam keadaan demikian, maka
menurut Pasal 1 ayat (4) akan berlaku
ketentuan sebagaimana yang diatur dapam

Pasat 93 RUU KUHP. :
Pasal 93 RUU KUHP merumuskan sebagax

berikut : ;-

(1) Dalam putusan dapat d|tetapkan ke~
wajiban adat setempat yang harus
dilakukan oleh terpidana:

(2)  Pemenuhan kewajiban adat sebagatmaﬂa
dimaksud dalam ayat (1) merupakan
pidana pokok atau yang diutamakan, jika
tindak pidana yang dilakukan memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1 ayat (3);

diatur dalam peraturan perundang-un-
dangan.

Prof, Schaffmeister, anhli hukum pidana

dari Belanda memberikan kritik terhadap

(3) Kewajiban adat sebagaimana dlmaksud
dalam ayat (1) dianggap sebanding
dengan pidana denda Kategori I dan
dapat dikenakan pidana pengganti untuk
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. besar dalam’ hal pemldanaan penerapaﬂ asas
-j.Eegahtas menga]ann perIuasan, dsmana hak[m

'---'dapat men}atuhkaﬂ pldana pol\ok berupa :

"_hukum adat: Hakfm dalam. menjatuhkan
f-’putusannya se]am mendasarkan kepada
--undang undang yang tertulls, juga dapat
E mendasarkan putusannya kepada hukum adat.
o Jika terhadap suatu cEeEsk ternyata belum diatur
g .da[am undang- undang, tetapt telah diatur dalam
"hukum adat masyarakat setempat maka haklm
dapat men}atuhkan pldaﬂa kepada terdakwa
berdasarkan ‘hukum adat tersebut -Sebagai-
mana hat tersebut diatur dalam Pasal 1 jo Pasal
._"93 RUU KUHP, yvang mana ketentuan-pésa]
"tersébi_;t_per[u diberikan p_en}'elasari lebih lanjut,
méngenai jenis tindak ‘pidana yang dapat
diputus oleh hakim dengan berdasarkan pada
hukum adat atau hukum yang hidup, agar
batasan tentang “hukum yang hidup” lebih jelas
sehingga tidak terdapat keragu-raguan atau

kesuiitan di dalam penerapannya.
Perlu ketelitian dan kehati-hatian dalam

pldana denda tha kewa]rban__: dat 1tu

LR Jxka -dlbandmgkan dengan KUHP (WV.S), e
'-:'_sebenamya RUU KUHP- membawa perubahan

"_:'mengangga'p':hukum agama pun termasuk L

: dlmuat da[am RUU KUHP PasaE 1 ayat (3), yang"-f.'__:_ L
':menyebutkan sebagal bernkut S B
7 Ketentuan sebagatmana damaksud pada".._-. -
_ Zayat (1) t:dak mengurangl berfakunya hukum'_}
3 yang hldup da[am masyarakat yang menen\;w'
) kan bahwa' seseorang patut d:pidana walaupun
: 'pEfbuatan tersebut trdak dlatur dalam peraturan
.perundang undangaﬂ _' SRR
Kahmat senada dapat’ dzlihat pada .
. 'Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
- Kekuasaan Kehaklman, _d;mana pada Pasal 28
"menyebutkan, THakim: wapb menggali, imeng-

ikuti, dan memahaml nilai-nilai hukum dan rasa
kead;lan yang htdup dalam masyarakat ‘dalam
penje[_a_san pasai tersebut disebutkan, ‘bahwa
ketentuan itu dimakstidkan agar putusan hakim
sesuai dengan hukum dan rasa keadilan
maéyérakat.'.Tidak diatur teniang bagaimana
cara "hakim.me_r_aemukan hukum dan ‘nilai-nilai
ya'ng' "h'idUp dala'm'm'asyarakat. QOleh karena ity,
untuk menafsirkan hukum vang hidup dalam
masyarakat, hakim harus melakukannya
dengan cermat dan penuh kehati-hatian.
Masuknya hukum yang hidup dalam
masyarakat dalam RUU KUHP dikhawatirkan
akan menabrak larangan menggunakan analogi
vang selama ini dianut. Bahkan dalam RUU

“menggunakan istilah hukum yang hidup dalam
masyarakat. Hukum yang hidup dalam masya-
rakat sering diidentikkan dengan hukum yang
tidak tertulis atau hukum adat. Ada juga yang

KUHP larangan tersebut dipertegas dalam Pasal
1 ayat (2), yang disebutkan bahwa, “dalam
menetapkan adanya tindak pidana dilarang
menggunakan analogi”,
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R Oleh karena itu:-harus ada pembatasan
' ___yang ketat terhadap //wng law.. Sebaga:

_ -pengecuahan dan asas. Iegahtas maka /twng :
' law harus dlbataSI sedemlkran rupa Tldak

s semua hukum yang. hldup daiam masyarakat

bisa d_uad_lkan_ dasar. _pen_gecuai;an terhadap

a_sas__legai_it_as. _-}-_lulgur'r__)_':._Yang_;ﬂhidup dalam

masyarakat tersebut harus telah. menentukan

larangan melakukan suaty perbuatan te_fte_ntu._

.. Beberapa hal dapat dikemukakan berkait-

an dengan pidana tambahan dalm RUU KUHP

(Pasal 102 jo Pasal 5 ayat (2)) yang disebutkan

sebagai berukut @ -

1. - Dalam putusan dapat ditetapkan peme-

“-nuhan adat setempat, utamanya jika

- tindak pidana vang dilakukan menurut

adat setempat sesecrang patut dipidana

walaupun perbuatan tersebut tidak diatur

dalam peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban adat tersebut dianggap

sebanding dengan pidana denda kategori

1 dan dapat dikenakan pidana pengganti

jika kewajiban adat itu tidak dipenuhi

atau tidak dijalani oleh terpidana yang
dapat berupa pidana ganti kerugian.®

D, KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM
MEMBERANTAS KEJAHATAN
Salah satu obyek studi kriminologi adalah
mengenal reaksi masyarakat terhadap ke-
jahatan dan pelaku. Studi mengenai rekasi

'dipandang sebagai: merugikan atau ‘mem-

bahayakan masyarakat - luas, akan tetapx

_-'undang undang belum mengaturnya Ber-

dasarkan studi ni; aﬂtara Jain: akan c%apat:

'--'dmasnkan “apa vang disebut sebagax krlmmai;—

sasi. . .
Studi mengenai reaksi masyarakét
terhadap kejahatan ini bagi masyarakat di In-
donesia sangat ‘penting, antara lain-karena
KUHP yang masih beriaku hingga sekarang
merupakan peninggalan pemerintah kolonial,
masyarakat kita yang terdiri dari berbagai suku
dengan nilai-nilai sosialnya yang berbada-beda,
wilayah yang sangat luas dengan tingkat
kemajuan yang berbeda-beda, serta pengaruh
industrialisasi dan perdagangan pada dasa-
warsa terakhir ini telah memunculkan fenomena
atau kejahatan yang baru. -

Studi mengenai reaksi masyarakat
terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk
mempelajari pandangan-pandangan dan
tindekan-tindakan masyarakat terhadap pelaku
kejahatan.16

Dalam Sosiologi kriminal, obyek utama-
nya adalah mempelajari hubungan antara
masyarakat dengan anggotanya, antara
kelompok dengan anggotanya, antara kelompok
dengan kelompok, sepanjang hubungan
tersebut dapat menimbulkan kejahatan.

Suatu masyarakat dapat dimengerti dan
dinilai melalui fatar belakang kultural yang

masyaraxat terhadap “kejahatan” bertujuan
untuk mempelajari pandangan serta tanggapan
masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau
gejala yang timbul di masyarakat yang

dimilikinya, norma-norma dan nilai-nilai yang
berlaku. Apakah kultur, norma dan nilai tersebut
dipandang baik atau buruk, seberapa jauh
konfiik yang timbul antara norma atau nilai yang
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Cgatu ‘dengan yang ‘lainnya, ‘dan’ karen'anya-
o :_"dlpandaﬂg dapat meningkatkan atau paling
'-:"_'E_tidak tkmmembantu t;mbu!nya ke;]ahatan akan o
.lg'berbeda beda menurut pandangan masmg~ 8

':-‘_masmg pengamat

- “Hali mz ‘berarti bahwa untuk memahaml dan ”

menjel_aska_n ._keja_h_at_an yang ada perlu d_qp_a[ajan
--bagafmané ':aspek~aspek budaya teriientu dapat
~mempengaruhi timbulnya kejahatan. ... '

Adakalanya kebiasaan merupakan
sumber-dari:hukum dan juga seringkali
kebiasaan kemudian ditarik menjadi perbuatan
yang dilarangoleh” hukum. Politik kriminal
‘merupakan -bagian .dart kriminologi, dimana
‘tugasnya adalah untuk ‘menemukan cara-cara
memberanias kejahatan. Setelah menemukan
penyebab-penyehab dari suatu kejahatan, maka
hasil penemuan itu digunakan untuk menemu-
kan cara pemberantasannya, atau pencegahan-
nya. Cara pemberantasan dapat dilakukan
melalui dua cara, yaitu cara “kemasyarakatan”
dan cara “perorangan”.

Pemberantasan dengan cara kemasya-
rakatan pada dasarnya adalah memperbaiki
masyarakat. Antara lain dilakukan dengan
mengadzakan atau memperbaiki jaminan sosial,
memberantas pengangguran, membangun
perumahan rakyat yang layak, memberantas
pemadatan, mabok-mabokan, lokalisasi
petacuran, mengaktifkan kegiatan olah raga,
kebudayaan dan mengusahakan pendidikan,

menganjurkan kepada masyarakat agar aktif

-berperara untuk memperba;ki sesemang yang .
asosial dan membma generasu muda 1e;

Prof Sudarto mengemuka kan tlga (3) arti

o mengenat kebuakan kr:mmal sebagal ber;kut
1.0 dalam arti semptt ialah keseluruhan asas

‘dan’metode yang ‘menjadi dasar dan
* reaksi terhadap pelanggaran hukum yang
“:berupa pidana; BRI e
2. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi
“-dari aparaturpenegak hukum, termasuk
di-dalamnya cara ker}a dari pengadilan
“dan polisi; P
3. dalam arti paling luas (yang beliau ambil
dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan
kebijakan, yang dilakukan melalui
perundang-undangan dan badan-badan
resmi; yang bertujuan untuk menegakkan
norma-norma sentral dari masyarakat..

la juga mengemukakan definisi singkat
vang diambil dari definisi Marc Ancel, bahwa
yang dimaksud dengan politik kriminal adalah,
“the rational of the control of crime by soci-
efy’. Bertolak dari pengertian yang dikemuka-
kan Marc Ancel, selanjutnya G. Peter Hoefnagels
mengemukakan, “crimiinal policy is the rational
organization of social reaction to crime”.
Berbagal definisi lainnya yang dikemukakan G.
Peter Hoefragels ialah :

PCI 1 i;.}t‘icli li.cl:)dl i Lji:l gaa Lard o scuianiy™
an dilakukan secara langsung untuk memper-
baiki seseorang. Antara lain dengan pemidanaan
yang bertujuan untuk mermperbaiki dan mendidik,

1. Criminal poticy is the science of re-
SPUITSES;

2. Criminal policy is the science of crime
arevention;

3. Criminal policy is a policy of designating
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G ._'-human behavior as crime; - e
oA Criminal. po;?cy sa ratfonaf z‘ofa/ of L‘he
. responses fo cnme 19

o - Dalam rangka menanggulangl kegahatan
' '..selam dengan upaya. mefalm .sarana penal
3_(hukum pidana) juga perlu.dilakukan melalui

' sarana non penal, dimana keduanya dllaksana-

~ kan secara bersama-sama, agar dapat dicapai

efektivitas di dalam memberantas kejahatan.
Jika_hanya mengandalkan pada sarana penal
saja dengan mengesampingkan sarana non
4-p_e_r_1:al,_-rr_'}aka -akan menamui masalah yang
';disababkan oleh keterbatasan hukum pidana
dalam menanggulangi berbagai macam
kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

- Sebagai hukum positif, hukum (padana}

__adat masih mendapat tempat dalam hukum
--pidana; Indones;a sebagaimana hal jtu’ d:atur o

dalam beberapa peraturan perundang- undang~l
an, danjuga dalam RUU KUHP. Hal ini semakin
memperjelas keberadaan hukum adat untuk
dapat diakomodir ke dalam hukum pidana In-
donesia, sekalipun peraturan perundang-
undangan hukum pidana tertulis Eeb_ih_-_d'i—
utamakan daripada hukum adat yang tidak
tertulis, Keadaan ini menimbuikan perbedaan
pendapat dan penilaian dikalangan para ahli
hukum pidana maupun para pemerhati hukum
pidana dari berbagal sudut pandang, dalam
rangka untuk mencapai keadilan dan kepastian
hukum, < : :
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